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RINGKASAN 

Penelitian ini bertolak dari prinsip negara hukum yang menuntut setiap tindakan 

penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan 

kewenangan yang sah, prosedur yang jelas, serta memberikan kepastian hukum. Dalam 

bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kepastian kewenangan menjadi penting karena 

menyangkut keselamatan, mobilitas masyarakat, perlindungan pengguna jalan, serta 

kelancaran aktivitas ekonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan penyidikan tidak hanya kepada 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga kepada Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewenangan tersebut 

merupakan kewenangan atribusi karena diberikan langsung oleh undang-undang 

kepada pejabat tertentu sesuai bidang tugasnya. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini muncul karena kewenangan PPNS 

Perhubungan bersifat sektoral dan terbatas, sementara pelaksanaannya tetap berkaitan 

erat dengan Penyidik Polri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 80 

Tahun 2012, dan PP Nomor 43 Tahun 2012 menempatkan PPNS Perhubungan dalam 

hubungan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis dengan Polri, terutama 

dalam pemeriksaan dan penindakan yang dilakukan di jalan. Di sisi lain, berlakunya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana menata kembali kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana, khususnya 

mengenai koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara. Perbedaan arah 

pengaturan tersebut menimbulkan persoalan disharmoni, terutama mengenai batas 



 

 

 

 

 

 

 

kewenangan PPNS Perhubungan, sifat koordinasi dengan Polri, dan alur penyerahan 

berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun Pengadilan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi 

pengaturan kewenangan PPNS Perhubungan dalam penyidikan tindak pidana lalu 

lintas dan angkutan jalan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 

tentang KUHAP, serta mengkaji implikasi yuridis disharmoni kewenangan tersebut 

terhadap kepastian hukum, efektivitas penyidikan, dan koordinasi dengan Penyidik 

Polri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada 

studi kepustakaan. Sifat penelitian adalah preskriptif analitis dengan pendekatan 

konseptual dan tipe penelitian kekaburan norma. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Perhubungan berkedudukan 

sebagai penyidik sektoral yang sah dan tetap memiliki kewenangan khusus berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kewenangan tersebut meliputi pemeriksaan 

teknis dan laik jalan kendaraan, perizinan angkutan, muatan, dimensi kendaraan, serta 

tindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Namun, 

kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya harus tetap 

ditempatkan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Pasca berlakunya KUHAP 2025, 

kewenangan PPNS Perhubungan tidak dihapus, tetapi perlu ditata kembali melalui 

mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara yang lebih jelas. 

Dengan demikian, KUHAP 2025 harus dipahami sebagai instrumen harmonisasi 

hukum acara pidana, bukan sebagai dasar untuk meniadakan kewenangan atribusi 

PPNS Perhubungan. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci : Kewenangan PPNS Perhubungan, Penyidikan, Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, KUHAP 2025, Kepastian Hukum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi 

pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan dalam 

penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan pasca berlakunya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

serta untuk mengkaji implikasi yuridis disharmoni kewenangan tersebut terhadap 

kepastian hukum, efektivitas penyidikan, dan koordinasi dengan Penyidik Polri. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat 

preskriptif analitis, menggunakan pendekatan konseptual dan tipe penelitian kekaburan 

norma. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan 

perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan bahan hukum lain yang relevan, 

kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS 

Perhubungan berkedudukan sebagai penyidik sektoral yang memiliki kewenangan 

atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Kewenangan tersebut tetap diakui setelah berlakunya KUHAP 2025, 

tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan dalam sistem peradilan pidana terpadu 

melalui mekanisme koordinasi, pengawasan, dan penyerahan berkas perkara yang 

jelas. Disharmoni antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 80 Tahun 

2012, PP Nomor 43 Tahun 2012, dan KUHAP 2025 berimplikasi pada ketidakpastian 

hukum, menurunnya efektivitas penyidikan, serta ketidakjelasan pola koordinasi 

dengan Penyidik Polri. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan dan 



 

 

 

 

 

 

 

pedoman teknis bersama agar kewenangan PPNS Perhubungan tetap efektif tanpa 

menghilangkan fungsi koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Muhammad Wiratama Ramadhani. 2026 “The Authority of Transportation Civil 

Servant Investigators in the Investigation of Traffic and Road Transportation 

Criminal Offenses” Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung 

Mangkurat University, 107 pages. 

 

ABSTRACT 

Keywords : Transportation Civil Servant Investigators’ Authority, Investigation, 

Traffic and Road Transportation, Criminal Procedure Code 2025, Legal Certainty. 

The purpose of this study is to examine and analyze the regulatory construction of the 

authority of Transportation Civil Servant Investigators in investigating traffic and road 

transportation criminal offenses after the enactment of Law Number 20 of 2025 

concerning the Criminal Procedure Code, and to examine the juridical implications of 

the disharmony of such authority for legal certainty, investigative effectiveness, and 

coordination with Police Investigators. This research applies normative legal research 

with a prescriptive-analytical character, using a conceptual approach and focusing on 

vague norms. Legal materials were collected through library research on legislation, 

books, scientific journals, articles, and other relevant legal materials, and were 

analyzed qualitatively. The results show that Transportation Civil Servant 

Investigators hold the position of sectoral investigators with attributed authority under 

Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. This authority 

remains recognized after the enactment of the 2025 Criminal Procedure Code, but its 

implementation must be placed within an integrated criminal justice system through 

clear mechanisms of coordination, supervision, and case-file submission. The 

disharmony among Law Number 22 of 2009, Government Regulation Number 80 of 

2012, Government Regulation Number 43 of 2012, and the 2025 Criminal Procedure 

Code has implications for legal uncertainty, reduced investigative effectiveness, and 

unclear coordination with Police Investigators. Therefore, regulatory harmonization 

and joint technical guidelines are required so that the authority of Transportation Civil 



 

 

 

 

 

 

 

Servant Investigators can operate effectively without eliminating the coordinating and 

supervisory functions of Police Investigators. 
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